
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 

NOMOR 5 TAHUN 2004 

T E N T A N G 
PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, 

Menimbang a.  Bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan provinsi 
dan melaksanakan pembangunan daerah memerlukan dana yang 
memadai, terutama dari sumber perpajakan; 

b. Bahwa Bea Balik Nama Kendaraan di atas air merupakan salah satu 
sumber pendapatan Pemerintah Provinsi guna membiayai 
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. 

c. bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 
Tahun 2000 tentang Perubahan atas  Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Provinsi berwenang untuk memungut bea balik 
Hama kendaraan di atas air; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a,b dan c 
tersebut di atas perlu ditetapkan suatu Qanun tentang Pajak 
Kendaraan di Atas Air. 

Mengingat :  1.  Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan 
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera 
Utara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);  

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retr ibusi  Daerah sebagai mana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Tahun Nomor 4048); 

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839), 

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3848); 

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan 
atas undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran. 



Negara Nomor 3897); 

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134) 

7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189) 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) 

9. Pe ra tu ran  Pemer in tah  Nomor  25  Tah un  2000  ten tang  
Kewenan gan  Pemerintah dan Kewenangan Daerah 
Otonom (Lembaran Negara Republik I n d o n e s i a  T a h u n  
2 0 0 0  N o m o r  5 4 ,  T a m b a h a n  L e m b a r a n  N e g a r a  Nomor 
3952); 

Dengan persetujuan bersama antara 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH 
DARUSSALAM 

dan 

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : QANUN TENTANG PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat 
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam 

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

4.  Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku. 

5. Kendaraan di Atas Air adalah semua kendaraan yang 
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau 
peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu 



sumber daya energi ter tentu menjadi  tenaga gerak 
kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di Atas Air. 

6. Pajak Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disingkat PKAA adalah 
Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di Atas Air. 

7. Jenis Kendaraan di Atas Air adalah jenis kendaraan yang 
terbuat dari kayu, fiber glass dan besi. 

8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat 
SPTPD, adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 
untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran 
pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau. 
Harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan 
Perundang-undangan Perpajakan Daerah. 

9. Surat Setoran Pajak Daerah, Yang dapat disingkat SSPD, 
adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang 
terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain 
yang ditunjuk oleh Gubernur. 

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang, dapat disingkat 
SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya 
jumlah pokok pajak. 

11 .  Su ra t  Ke te tapan  Pa jak  Dae rah  Ku rang  Ba ya r ,  yang  
dapa t  d i s ingka t  SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak 
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah 
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 
besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. 

12. Surat  Kete tapan Pa jak  Daerah Kurang Bayar  
Tambahan,  yang dapat  d is ingkat  SKPDKBT,  ada lah 
sura t  ke tetapan pa jak yang menentukan tambahan a tas 
jumlah pa jak  yang te lah d i te tapkan.  

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat 
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah kelebihan Ketetapan Pajak Daerah Lebih 
Bayar, yang dapat pembayaran pajak karena jumlah k red i t  
pa jak  leb ih  besa r  d a r i  pada  pa jak  yan g  te rhu tang  a tau  
t i dak  seharusnya terhutang 

14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD, adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan/atau denda. 

15. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat Keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan 
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-
undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat ketetapan 
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau 



Surat Tagihan Pajak Daerah. 

16. Surat  Keputusan Keberatan adalah Surat  Keputusan 
atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar ,  Sura t  Kete tapan 
Pajak Daerah Nih i l ,  a tau  te rhadap pemotongan atau 
pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. 

17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 
yang t idak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komonditer perseroan Iainnya, badan 
usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial poli t ik,  atau organisasi yang sejenis, 
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 

18. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah 
adalah serangkaian t indakan yang di lakukan oleh Penyidik 
Pegawai Negeri Sipi l  (PPNS) di l ingkungan pemer intah 
daerah yang selanjutnya d isebut Penyid ik untuk mencar i  
serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat 
terang t indak pidana di bidang perpajakan daerah yang 
terjadi serta menemukan tersangkanya. 

 

Pasal 5 

. 

(1). Subjek Pajak kendaraan d i Atas Air  adalah orang pr ibadi 
atau badan yang memil ik i  dan atau menguasai 
kendaraan d i  Atas Air .  

(2). Waj ib Pajak Kendaraan di  Atas Air  adalah orang pr ibadi  
atau badan yang memil ik i  kendaraan d i  Atas Air .  

(3). Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak 
Kendaraan d i  Atas Air  adalah : 

a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, 
kuasanya atau ahli warisnya; dan 

b. untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya; 

BAB III 

DAS/\R PENGENAAN, TARIF DAN CARA 
PENGHITUNGAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR 

Pasal 6 

(1). Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dihitung 



berdasarkan nilai jual kendaraan di Atas Air. 

(2). Ni la i  Jual  Kendaraan di  Atas Air  d iperoleh berdasarkan 
harga pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air. 

(3). Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan di 
atas air t idak diketahui, nilai jual kendaraan di atas air 
ditentukan berdasarkan faktor-faktor antara lain: 

a. penggunaan kendaraan di atas air. 

b. jenis kendaraan di atas air; 

c. merek kendaraan di atas air; 

d. tahun pembuatan atau renovasi kendaraan di atas air; 

e. isi kotor kendaraan di atas air; 

f. banyaknya penumpang atau berat muatan maksimum yang 
diizinkan; 

g. dokumen impor untuk jenis kendaraan di atas air tertentu; 

(4). Perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air 
sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat 
(3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan tabel yang 
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 

Pasal 7 

Dalam hal dasar pengenaan pajak Kendaraan di Atas Air belum 
tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam 
Negeri, Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan pajak 
dimaksud dengan Keputusan Gubernur. 

Pasal 8 

(1) Besarnya tarif pajak, Kendaraan di Atas Air ditetapkan 
sebesar 1,5 % (Satu koma lima persen). 

(2) Besarnya Pokok Pajak Kendaraan di Atas Air yang 
terutang di hitung dengan cara mengal ikan tar i f  
sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1) dengan dasar 
pengenaan pajak sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (4) dan Pasal 7 ayat (2) 

BAB IV 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 9 

Pajak Kendaraan di  Atas Ai r  yang terutang d ipungut  d i  
wi layah Provins i  kendaraan di atas air terdaftar. 


